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ABSTRAK 
 
Irma Sulastry Sinambela, 201610115247. Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian 
Tentang Overstay dan Penempatannya.  
  
Mobilitas orang antara satu negara ke negara lainnya dapat di lakukan dengan 
mudah pada saat ini. Kemudahan tersebut diperoleh dari teknologi-teknologi yang 
di temukan di abad ini. Oleh karena kemudahan itu, maka pengaturan mengenai 
keimigrasian yang mengatur perpindahan orang dari dalam dan keluar negeri atas 
suatu negara harus mengikuti perubahan tersebut. Sehingga aspek-aspek yang perlu 
dijaga demi kedautalan suatu negara, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat 
dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kemudahan ini pula dibandingkan dengan 
pengaturan keimigrasian yang berlaku, khususnya mengenai permasalahan 
kelebihan izin tinggal (overstay) yang sering dilakukan oleh orang asing yang 
masuk wilayah Indonesia. Bagaimana Pengaturan mengenai keimigrasian di 
Indonesia dan bagaimana penempatan bagi orang asing yang melanggar pengaturan 
tersebut. 
Dari permasalahan yang diangkat maka penulis meninjau menggunakan penelitian 
yuridis normatif untuk menjawab bagaimana pengaturan mengenai keimigrasian 
yang ada di Indonesia khususnya mengenai overstay dapat mengatur perpindahan 
orang asing masuk dan keluar dari negara Indonesia, apa itu macam-macam izin 
tinggal, lama izin tinggal, dan penegakannya yang dilakukan oleh keimigrasian di 
Indonesia. Penegakan yang dilakukan dapat menjaring para pelaku pelanggaran 
pengaturan tentang keimigrasian. Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan Undang-
undang Keimigrasian diharapkan memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi 
contoh bagi orang asing lainnya agar taat pada aturan yang ada. Penempatan para 
pelaku pelanggaran pun sudah diatur dalam undang-undang hingga dilaksanakan 
hukuman deportasi dan penangkalan yang dilakukan keimigrasian di Indonesia. 
Pelaksanaannya, dilakukan oleh pejabat Imigrasi dengan menggunakan peraturan-
peraturan hukum di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.  
 
 
Kata kunci : Deportasi, Orang Asing, Kelebihan Masa Tinggal (Overstay).   
 
 

Eksekusi pelanggran.., Irma Sulastry Sinambela, Fakultas Hukum 2020



vii 
 

ABSTRACT 

 

Irma Sulastry Sinambela, 201610115247. Execution of Immigration Violations 

About Overstay and Its Placement. 

  

Mobility of people from one country to another can be done easily at this time. This 

convenience is obtained from the technologies that are found in this century. 

Because of this convenience, regulations regarding immigration regulating the 

movement of people from within and outside the country of a country must follow 

these changes. So that the aspects that need to be safeguarded for the maritime 

nature of a country, public order and public safety can be fulfilled properly. With 

this convenience it is also compared to the applicable immigration regulations, 

especially regarding the issue of excess residence permits (overstay) which is often 

carried out by foreigners who enter Indonesian territory. How are the regulations 

regarding immigration in Indonesia and how are the placement of foreigners who 

violate these arrangements. 

From the problems raised, the authors review using normative juridical research 

to answer how regulations regarding immigration in Indonesia, especially 

regarding overstay, can regulate the movement of foreigners into and out of the 

country of Indonesia, what are the types of residence permits, length of stay, and 

their enforcement. carried out by immigration in Indonesia. Enforcement that is 

carried out can catch the perpetrators of violations of regulations on immigration. 

It is hoped that the imposition of sanctions in accordance with the Immigration Law 

will have a deterrent effect on the perpetrators and become an example for other 

foreigners to comply with existing regulations. The placement of the perpetrators 

of violations has also been regulated in the law until deportation and deterrence 

are carried out by immigration in Indonesia. The implementation is carried out by 

Immigration officials using legal regulations in Indonesia and does not conflict with 

Human Rights. 

 

 

Keywords: Deportation, Foreigner, Excess Period of Stay (Overstay). 
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